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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni: 

1. Bahwa terhadap penerapan sanksi terhadap petugas RSUD Aloe Saboe 

yang diduga melakukan penelantaran terhadap seorang bayi yang sudah 

meninggal dalam proses persalinan di rumah sakit yang kemudian tidak 

dikemasi dan dipulangkan secara tidak wajar, menurut pandangan 

peneliti yang didasarkan pada hasil penelitian menunjukan bahwa upaya 

pemberian sanksi pidana terhadap kelalaian petugas rumah sakit 

dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku. 

2. Bahwa  pelayanan  kepada  masyarakat  terutama pelayanan publik 

serta penegakkan hukum yang dilakukan dalam rangka 

penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang 

tidak  terpisahkan  dari  upaya  untuk  menciptakan  suatu  

pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan 

kesejahteraan  serta  menciptakan  keadilan  dan  kepastian  hukum  

bagi seluruh warga negara sebagai mana dimaksud dalam Undang-

Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.  
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5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dalam penulisan karya tulis ini beberapa 

saran yang dapat penulis berikan antara lain: 

1. Disarankan kepada pihak rumah sakit agar lebih tegas dalam 

menerapkan peraturan dan bertindak tegas sehingga akan lebih 

meningkatkan kepatuhan. 

2. Disarankan kepada Omusdman Perwakilan Provinsi Gorontalo untuk 

benar-benar mempelajari dan menindaklanjuti adanya laporan terkait 

tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pihak rumah sakit 
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